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policies and programs. Transparency allows the public to monitor

‘@ ® @ \ government performance, while accountability ensures that every decision
can be accounted for. Leadership with integrity is also key in encouraging
Compright €005 by uthor. aishod by T a1 ethical culture in the bureaucracy, which has a direct impact on the
government’s reputation. However, various challenges such as a rigid
bureaucratic culture and political interference can hinder the implementation of ethics. In addition,
corruption and abuse of authority risk undermining public trust and reducing government legitimacy.
Public participation in monitoring and decision making can strengthen the application of ethics and
encourage active citizen involvement. By implementing good ethics, the government not only strengthens
relations with society but also increases the effectiveness of policies. Ethical literacy among officials and the
public is very necessary so that these principles can be internalized and applied in everyday life. A
harmonious relationship between the government and the public will be realized through ethical
governance, thereby creating an inclusive, stable and sustainable government.
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Abstrak. Etika administrasi publik berperan penting dalam membangun kepercayaan publik
terhadap instansi pemerintah. Penerapan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, integritas,
dan profesionalisme meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap tata kelola
pemerintahan. Kepercayaan publik adalah aset penting bagi pemerintah karena menentukan
legitimasi dan partisipasi warga dalam kebijakan dan program pembangunan. Transparansi
memungkinkan masyarakat memantau kinerja pemerintah, sementara akuntabilitas memastikan
setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Kepemimpinan berintegritas juga menjadi
kunci dalam mendorong budaya etis di birokrasi, yang berdampak langsung pada reputasi
pemerintah. Namun, berbagai tantangan seperti budaya birokrasi yang kaku dan intervensi
politik dapat menghambat penerapan etika. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan wewenang
berisiko merusak kepercayaan masyarakat dan menurunkan legitimasi pemerintah. Partisipasi
publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan dapat memperkuat penerapan etika dan
mendorong keterlibatan aktif warga. Dengan penerapan etika yang baik, pemerintah tidak hanya
memperkuat hubungan dengan masyarakat tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan.
Literasi etika di kalangan pejabat dan masyarakat sangat diperlukan agar prinsip-prinsip ini
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dapat diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang harmonis
antara pemerintah dan publik akan terwujud melalui tata kelola yang beretika, sehingga
menciptakan pemerintahan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika Administrasi Publik, Kepercayaan Publik, Transparansi, Akuntabilitas,
Integritas, Tata Kelola Pemerintahan

PENDAHULUAN

Etika administrasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pelayanan publik, etika administrasi
tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan hukum, tetapi juga melibatkan nilai-
nilai moral seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan. Pemerintah dan instansi
terkait dituntut untuk mengedepankan etika ini dalam setiap kebijakan dan layanan yang
diberikan kepada masyarakat. Penerapan etika administrasi publik menjadi fondasi bagi
terciptanya kepercayaan publik. Kepercayaan ini penting, karena menjadi indikator utama dalam
menilai efektivitas dan kredibilitas lembaga pemerintahan. Namun, berbagai permasalahan
terkait tata kelola administrasi publik masih sering muncul di Indonesia. Kasus-kasus korupsi,
ketidaktransparanan dalam pengambilan kebijakan, dan ketidakadilan dalam pelayanan publik
masih menjadi sorotan. Ketika etika dalam administrasi publik tidak dijalankan dengan baik,
dampaknya adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
Kepercayaan publik yang rendah dapat memicu krisis legitimasi dan menghambat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi bagi pemerintah
untuk memperbaiki praktik administrasinya, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dari
segi etis.

Penelitian tentang membangun kepercayaan peran etika administrasi publik terhadap
kepercayaan publik pada instansi pemerintah penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
penerapan etika mempengaruhi persepsi dan keyakinan masyarakat. Etika administrasi yang
baik bukan hanya memperbaiki kinerja internal instansi, tetapi juga membangun reputasi yang
positif di mata publik. Pemerintah yang etis cenderung mendapatkan dukungan dan legitimasi
yang lebih tinggi dari masyarakat, karena warga merasa diperlakukan secara adil dan
memperoleh layanan sesuai harapan. Sebaliknya, jika instansi publik tidak mematuhi prinsip-
prinsip etika, akan muncul ketidakpuasan, yang dapat berdampak pada protes sosial atau
penurunan kepatuhan warga terhadap kebijakan yang diterapkan. Adapun tujuan dari kajian ini
adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penerapan etika administrasi publik
dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Dengan mengetahui keterkaitan antara kedua
aspek ini, diharapkan pemerintah dan instansi terkait dapat menyusun strategi yang lebih tepat
dalam memperkuat tata kelola dan hubungan dengan masyarakat. Kajian ini juga bertujuan
untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih
etis dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rumusan masalah yang ingin
dijawab melalui penelitian ini antara lain: Sejauh mana penerapan etika administrasi publik
berperan dalam membangun kepercayaan publik? Apa saja faktor-faktor yang menghambat
penerapan etika di lingkungan instansi pemerintah? Bagaimana persepsi masyarakat terhadap
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praktik administrasi publik yang sudah berjalan, dan sejauh mana etika mempengaruhi
kepercayaan mereka? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi dasar untuk
merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan relevan.

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni manfaat teoritis dan manfaat
praktis. Secara teoritis, hasil kajian ini dapat menambah wawasan akademis terkait hubungan
antara etika dan kepercayaan dalam konteks administrasi publik. Temuan penelitian juga
diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya mengenai tata kelola
pemerintahan yang berfokus pada aspek etika. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini
dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan lembaga publik untuk memperbaiki tata kelola
administrasi mereka. Dengan penerapan etika yang lebih baik, diharapkan muncul peningkatan
kepercayaan publik yang akan berdampak positif pada efektivitas kebijakan dan partisipasi
masyarakat. Selain itu, manfaat bagi masyarakat adalah mereka dapat memperoleh layanan
publik yang lebih baik dan adil. Kepercayaan publik yang meningkat juga akan menciptakan
lingkungan sosial yang lebih kondusif dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan
warganya. Di tengah tuntutan publik terhadap keterbukaan dan akuntabilitas, penerapan etika
administrasi menjadi jalan yang efektif untuk membangun kredibilitas pemerintah. Melalui etika
yang kuat, instansi pemerintah tidak hanya melayani masyarakat dengan baik, tetapi juga
menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Dalam jangka panjang,
peningkatan kepercayaan publik akan berdampak pada peningkatan stabilitas politik dan sosial.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kepatuhan terhadap kebijakan akan lebih
mudah dicapai jika mereka merasa bahwa pemerintah bersikap etis dan responsif terhadap
kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penekanan pada etika administrasi bukan sekadar
formalitas, tetapi sebuah kebutuhan mendasar dalam memperkuat pemerintahan yang
berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Etika administrasi publik dan kepercayaan publik merupakan dua elemen kunci dalam
tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai literatur menekankan bahwa penerapan etika
dalam administrasi publik sangat menentukan persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Etika administrasi publik merujuk pada nilai-nilai moral dan prinsip yang
menjadi pedoman bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya, seperti integritas,
transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sementara itu, kepercayaan publik merupakan
keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk bertindak secara adil, jujur, dan
berorientasi pada kepentingan bersama.

Beberapa teori mendasari pentingnya etika administrasi dalam membangun
kepercayaan publik. Teori good governance menekankan bahwa tata kelola yang baik hanya
dapat tercapai melalui prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas. Etika administrasi
berperan dalam memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketika pemerintah konsisten menjalankan
prinsip-prinsip ini, masyarakat merasa dihargai dan yakin bahwa pemerintah bertindak demi
kepentingan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepercayaan publik.
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Literatur juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik dipengaruhi oleh sejauh mana
pemerintah mampu menjaga integritas dan menghindari korupsi. Menurut penelitian Rumambi,
(2014), korupsi dalam administrasi publik tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga
menurunkan legitimasi pemerintah. Masyarakat yang melihat pemerintah terlibat dalam praktik
tidak etis cenderung kehilangan rasa percaya, yang mengakibatkan menurunnya partisipasi dan
kepatuhan warga terhadap kebijakan. Oleh karena itu, penerapan etika menjadi mekanisme
penting untuk mencegah praktik korupsi dan menjaga integritas lembaga pemerintah.

Teori social trust menyoroti bahwa kepercayaan publik tidak hanya terbentuk melalui
kinerja teknis pemerintah, tetapi juga dari persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai moral yang
dipegang oleh lembaga publik. Bakhrur Rokhman et al (2023) berpendapat bahwa masyarakat
cenderung mempercayai pemerintah jika mereka melihat adanya komitmen etis dalam
pengambilan keputusan dan pemberian layanan publik. Selain itu, kepercayaan publik dapat
dipengaruhi oleh pengalaman langsung masyarakat dalam berinteraksi dengan instansi
pemerintah. Layanan publik yang transparan dan adil menciptakan persepsi positif yang
memperkuat rasa percaya, sementara pengalaman negatif seperti diskriminasi atau
penyalahgunaan wewenang dapat memperlemah kepercayaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika administrasi publik memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan
publik terhadap instansi pemerintah. Etika dalam konteks ini tidak hanya mencakup kepatuhan
terhadap regulasi, tetapi juga penerapan prinsip moral seperti transparansi, akuntabilitas,
integritas, kejujuran, dan keadilan. Penerapan etika yang baik dapat meningkatkan kredibilitas
pemerintah di mata masyarakat, sementara pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut
berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan ini merupakan aset penting
bagi keberhasilan sebuah pemerintahan, karena menjadi dasar legitimasi dan partisipasi warga
dalam pembangunan. Dalam administrasi publik, etika diperlukan untuk memastikan bahwa
setiap kebijakan dan layanan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk kepentingan
masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pelayanan
publik yang berlandaskan etika mampu menciptakan rasa keadilan dan kepuasan bagi
masyarakat. Sebaliknya, ketika etika diabaikan, muncul masalah seperti penyalahgunaan
wewenang, korupsi, dan ketidakadilan dalam layanan, yang berdampak langsung pada
menurunnya kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, krisis kepercayaan ini dapat memicu
penurunan legitimasi pemerintah dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang
diterapkan.

Penerapan etika administrasi publik dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui
beberapa cara. Pertama, prinsip transparansi memungkinkan masyarakat mendapatkan akses
terhadap informasi terkait kebijakan dan penggunaan anggaran publik. Dengan keterbukaan
informasi, warga dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah, sehingga muncul rasa
percaya bahwa keputusan yang diambil pemerintah bersifat adil dan tidak merugikan. Kedua,
akuntabilitas memperkuat rasa tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan
publik. Ketika instansi pemerintah terbuka terhadap evaluasi dan siap menerima kritik serta
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masukan, masyarakat akan lebih percaya pada komitmen pemerintah untuk memperbaiki diri
dan melayani dengan lebih baik.

Di sisi lain, integritas pejabat publik juga menjadi kunci penting dalam membangun
kepercayaan publik. Pejabat yang jujur dan konsisten dalam menjalankan tugasnya akan
mendapatkan penghargaan dan kepercayaan dari masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan
pelanggaran etika seperti korupsi atau konflik kepentingan, masyarakat cenderung kehilangan
keyakinan terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara adil dan
profesional. Dampak buruk dari pelanggaran etika ini tidak hanya menurunkan citra institusi,
tetapi juga melemahkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan-kebijakan publik.
Namun, meskipun etika administrasi publik memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan
masyarakat, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama dalam penerapan
etika sering kali datang dari budaya birokrasi yang kaku dan resistensi terhadap perubahan.
Dalam beberapa kasus, pegawai publik mungkin mengalami dilema etis ketika dihadapkan pada
situasi di mana kepentingan pribadi atau tekanan politik bertentangan dengan prinsip-prinsip
etika. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal dan ketidakjelasan regulasi terkait etika
juga menjadi faktor penghambat dalam memastikan setiap pegawai dan pejabat publik bertindak
secara etis.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dapat menjadi salah satu
solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses
pemantauan dan evaluasi, potensi penyimpangan dalam administrasi publik dapat
diminimalisasi. Selain itu, pemerintah perlu menciptakan mekanisme pengaduan yang efektif
agar warga dapat melaporkan pelanggaran etika dengan mudah dan tanpa takut mengalami
intimidasi. Dengan adanya sistem pengaduan yang transparan, masyarakat akan merasa bahwa
pemerintah serius dalam menegakkan prinsip-prinsip etika. Pelatihan dan pendidikan etika bagi
pegawai publik juga penting untuk memastikan penerapan etika administrasi yang konsisten.
Pegawai yang memahami nilai-nilai etis akan lebih siap menghadapi tantangan dan dilema
moral dalam pekerjaannya. Program pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis
tentang etika, tetapi juga menekankan pada pengembangan sikap dan perilaku yang sesuai
dengan standar moral. Dengan pembekalan yang memadai, setiap individu di dalam organisasi
akan lebih mampu menjadikan etika sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.

Selain itu, kepemimpinan yang berintegritas juga sangat berperan dalam mendorong
penerapan etika di lingkungan instansi pemerintah. Pemimpin yang menjadi teladan dalam
berperilaku etis akan menginspirasi pegawai di bawahnya untuk melakukan hal yang sama.
Ketika etika menjadi bagian dari budaya organisasi, maka setiap individu dalam instansi akan
merasa bertanggung jawab untuk menjaga reputasi dan integritas lembaga. Hal ini pada
akhirnya akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Penguatan kepercayaan publik melalui penerapan etika administrasi publik juga akan
berdampak positif pada efektivitas kebijakan. Masyarakat yang percaya pada pemerintah
cenderung lebih patuh terhadap kebijakan dan program-program yang diterapkan. Selain itu,
tingkat partisipasi warga dalam pembangunan akan meningkat, karena mereka merasa didengar
dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat
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ini sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebaliknya, jika kepercayaan publik terus menurun akibat pelanggaran etika, pemerintah akan
menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Krisis kepercayaan dapat
memicu ketidakpuasan sosial dan protes, yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan
sosial. Selain itu, masyarakat yang tidak percaya pada pemerintah cenderung lebih sulit diajak
bekerja sama dalam mendukung program-program pembangunan. Oleh karena itu, penerapan
etika administrasi publik bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga strategi penting
untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan.

Pengaruh etika administrasi publik terhadap kepercayaan publik sangat signifikan.
Etika yang diterapkan dengan konsisten mampu memperkuat legitimasi pemerintah,
meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara
pemerintah dan warga. Di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi
dan akuntabilitas, pemerintah harus berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola
administrasinya. Dengan demikian, etika bukan hanya menjadi norma yang diikuti secara
formal, tetapi juga menjadi budaya yang melekat dalam setiap aspek pelayanan publik.
Kepercayaan yang terbangun dari penerapan etika administrasi publik akan menjadi fondasi
bagi tercapainya pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penerapan etika administrasi publik yang konsisten juga berkontribusi pada
peningkatan reputasi pemerintah di mata masyarakat dan komunitas internasional. Pemerintah
yang dikenal etis dan transparan akan lebih mudah mendapatkan dukungan baik dari warga
maupun mitra internasional, seperti investor asing atau lembaga donor. Hal ini dapat membuka
peluang lebih besar dalam kerja sama pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Sebaliknya,
jika pemerintah dianggap tidak beretika, investor dan mitra internasional mungkin enggan
bekerja sama karena khawatir terhadap risiko korupsi atau ketidakpastian hukum. Dalam
konteks globalisasi, etika menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan tidak hanya di
tingkat nasional, tetapi juga di arena internasional. Pemerintah juga harus memperkuat
mekanisme akuntabilitas publik melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas
terhadap pelanggaran etika. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran harus konsisten dan tidak
tebang pilih agar masyarakat melihat adanya keadilan. Tanpa penegakan yang jelas, prinsip etika
hanya akan menjadi sekadar wacana tanpa implementasi nyata. Reformasi birokrasi yang
mencakup peningkatan pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk meminimalkan
penyimpangan dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan diambil dengan
mengedepankan kepentingan publik.

Di samping itu, partisipasi publik yang aktif dalam proses pengawasan dan
pengambilan keputusan dapat memperkuat penerapan etika administrasi. Masyarakat perlu
dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik agar kebijakan
tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Proses partisipatif ini akan
memberikan rasa kepemilikan (sense of ownership) bagi masyarakat terhadap program-program
pemerintah. Ketika warga merasa dilibatkan, mereka akan lebih percaya pada pemerintah dan
siap mendukung kebijakan yang diterapkan, bahkan ketika kebijakan tersebut membutuhkan
pengorbanan dari pihak masyarakat. Etika administrasi publik juga berperan penting dalam
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merespons situasi krisis, seperti pandemi atau bencana alam. Dalam kondisi krisis, kepercayaan
publik terhadap pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat mematuhi kebijakan
darurat dan bekerja sama dalam proses penanggulangan bencana. Pemerintah yang berperilaku
etis dan transparan dalam menangani krisis akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan
partisipasi masyarakat. Sebaliknya, jika pemerintah dinilai tidak transparan atau terlibat dalam
praktik yang tidak etis, seperti penyelewengan dana bantuan, maka kepercayaan publik akan
runtuh dan berdampak pada ketidakpatuhan warga.

Pada akhirnya, etika administrasi publik harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah
untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat. Pemerintahan
yang etis tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis, tetapi juga
berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kepercayaan publik adalah aset
yang sangat berharga, dan pemerintah harus selalu berupaya untuk mempertahankannya
melalui praktik administrasi yang etis, transparan, dan akuntabel. Dengan penerapan etika yang
baik, instansi pemerintah tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan legitimasi, tetapi juga
mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Etika administrasi publik memainkan peran penting dalam membangun dan
mempertahankan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Nilai-nilai seperti
transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme menjadi fondasi bagi tata kelola
pemerintahan yang baik. Ketika prinsip-prinsip etika ini diterapkan secara konsisten, masyarakat
merasa dihargai dan yakin bahwa pemerintah bertindak untuk kepentingan bersama, sehingga
memperkuat legitimasi dan mendorong partisipasi publik dalam berbagai program dan
kebijakan.

Transparansi memungkinkan masyarakat memantau proses dan hasil dari setiap
kebijakan yang diambil, mengurangi ketidakpastian, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan
wewenang. Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan
keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat, yang memperkuat rasa keadilan dan
kepercayaan. Selain itu, kepemimpinan yang berintegritas menjadi contoh yang memotivasi
pegawai pemerintah untuk bekerja secara etis dan profesional, menciptakan lingkungan
birokrasi yang lebih sehat dan produktif.

Namun, berbagai tantangan muncul dalam penerapan etika administrasi publik.
Budaya birokrasi yang kaku dan intervensi politik sering kali menghambat proses reformasi
birokrasi yang berorientasi pada etika. Praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga
dapat merusak kepercayaan publik, yang berdampak negatif pada efektivitas kebijakan dan
stabilitas sosial. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat
menjadi krusial untuk memastikan pemerintah tetap berada dalam koridor etis. Kepercayaan
publik adalah aset penting bagi pemerintah, yang menentukan keberhasilan program dan
stabilitas politik. Pemerintah yang beretika akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan kerja
sama dari masyarakat, serta meningkatkan reputasi di tingkat nasional maupun internasional.
Dengan literasi etika yang baik di kalangan pejabat dan masyarakat, prinsip-prinsip etika dapat
diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong terciptanya hubungan
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yang harmonis antara pemerintah dan warga negara. Tata kelola yang berlandaskan etika
memungkinkan pemerintah mewujudkan pemerintahan yang inklusif, efektif, dan
berkelanjutan, yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.
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